BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 334 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan

1.

ayat (4) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penectapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67 18);

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017
Nomor 22);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan
kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan
pengendalian gratifikasi;

b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan
penerimaan dan penolakan gratifikasi dari pejabat/pegawai;
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c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK);

d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik
kepada KPK;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan
usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati;

f.  melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal
dan eksternal Pemerintah Daerah:

g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi
kewenangan instansi;

h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian
gratifikasi; dan

1.  melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian
gratifikasi bersama KPK.

Dalam melaksanakan kegiatannya Unit Pengendalian Gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Tim
Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi dengan susunan dan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. melakukan administrasi kegiatan Unit Pengendalian
Gratifikasi; dan

b. mempersiapkan rapat-rapat kegiatan Unit Pengendalian
Gratifikasi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
in1 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/345/2017 tentang Pembentukan Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/311/2018 lenlang Perubahan Alas
Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/345/2017 tentang
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada
tanggal 21 Mei 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal Zeo Wﬁ’ 220
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua KPK di Jakarta.

2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Anggota Unit Yang Bersangkutan.
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 23< /2025
TANGGAL Zo Wpecoried Zoae.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No JABATAN DALAM DINAS KIEREE e KET
UNIT
1. Il Bupati Tabalong Pembina
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4. | Inspektur Kabupaten Tabalong Ketua
5. | Sekretaris  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Sekretaris
Tabalong
6. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
7. | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong
8. | Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Anggota
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong F
9. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong - ] |
10. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Anggota '
| Kabupaten Tabalong | '
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 33’4/2025
TANGGAL 2o D&uﬁ?&( Cozf

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

[
JABATAN DALAM |

No JABATAN DALAM DINAS SEKRETARIAT

1 Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat | Ketua Sekretariat !
] Daerah Kabupaten Tabalong ’ B _

2. | Auditor Madya Anggota

3. | Auditor Muda Anggota |

4. Anggota

i Auditor Pertama .'

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI ' | »"-\.-'-:.*...; {00 =D|“M |
il - ——— i
| SEKRETARIS DINAS/BAD! , SEKDA :
| s rras—

1

STEN MUHAMMAD NOOR RIFANI

| e e
|

| KABID/KABAG

| KASUKASUBBIDIKASUBBAG/JF

3V 4



